
  
WALIKOTA PADANG PANJANG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 50 TAHUN  2016 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota 
Padang Panjang Nomor    Tahun 2016  tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017, 
perlu ditetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun Anggaran 2017; 

 
  b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Padang Panjang Tahun Anggaran 2017. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 962); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  4. 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 



- 2 - 
 
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 240,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5948); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5); 

 

 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 
 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa 
kali diubah  terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011; 
 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhit dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 14 Tahun 2016; 
 

  21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2); 

  22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor    Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 
2016 Nomor 11 Seri A.3); 
 

 
 

   
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  
 

:  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

TAHUN ANGGARAN 2017. 

                                    

                                             Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun  
Anggaran 2017 sebagai berikut 
:     

        

1. Pendapatan Daerah :     

 a. Pendapatan Asli Daerah  Rp   67.327.988.400,00       

 b. Dana Perimbangan Rp 
 
465.460.145.000,00    

 c. 
Lain-lain Pendapatan yang 
Sah Rp   58.320.656.000,00       

  Jumlah Pendapatan   Rp 591.108.789.400,00  

                 

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai Rp 211,355,739,639.00   

2). Belanja Bunga Rp -                              

3). Belanja Subsidi Rp -                              

4). Belanja Hibah Rp 4,650,837,200.00       
5). Belanja Bantuan Sosial Rp -                              

6). Belanja Bagi Hasil Rp -                              

7). Belanja Bantuan Keuangan Rp 560,000,000.00          

8). Belanja Tidak Terduga Rp 2,500,447,456.00       

Rp 219,067,024,295.00  

b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai Rp 17,247,881,320.00     

2). Belanja Barang dan Jasa Rp 187,220,897,036.00   

3). Belanja Modal Rp 289,067,202,054.00   

Rp 493,535,980,410.00  

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 121,494,215,305.00   

b. Pengeluaran Rp -                              

Rp 121,494,215,305.00  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp -                             

Jumlah Belanja 

Jumlah Belanja 

Jumlah Belanja 

 
 

Pasal 2 
 



- 4 - 
 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 
Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran  Peraturan ini.  

 

Pasal 3 
 

Lampiran I dan II dari Penjabaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 serta 
Lampiran III dan IV dari Belanja Hibah dan Bantuan Sosial merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 
Pasal 4 
 

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

 
Pasal 5 

   
Peraturan Walikota  ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang 

 

 
Ditetapkan di : Padang Panjang 
pada tanggal : 31 Desember 2016 
   

                                      WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 
 

                   HENDRI ARNIS 

 
Diundangkan di  :  Padang Panjang 
pada tanggal       :  31 Desember 2016 

                                                      
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

 
dto 

 
                        EDWAR JULIARTHA 
 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 50 SERI. 
A.13 

 




